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Durasi Subsidi
Dikurangi

Pemerintah berencana mengurangi jangka waktu
subsidi perumahan. Namun, kebijakan itu berpotensi
membebani masyarakat pembeli rumah subsidi.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah
menyatakan telah mengkaji ke-
mungkinan mengurangi jangka
waktu pemberian subsidi peru-
mahan berskema fasilitas likui-
ditas pembiayaan perumahan.
Kemampuan keuangan masya-
rakat yang meningkat jadi per-
timbangan utama.

Selain itu, pengurangan du-
rasi subsidi dari 20 tahun saat
ini diharapkan menambah jum-
lah masyarakat berpenghasilan
rendah untuk mendapatkan
subsidi.

Direktur Jenderal Pembia-
yaan Infrastruktur Pekerjaan
Umum dan Perumahan Eko D
Heripoerwanto di  Jakarta,
akhir pekan lalu, mengatakan,
selain kemampuan keuangan
masyarakat yang meningkat,
anggaran subsidi perumahan
dapat digunakan untuk masya-
rakat berpenghasilan lebih ren-
dah yang lebih banyak melalui
pengurangan durasi subsidi.

Hal lain yang jadi pertim-
bangan adalah adanya masyara-
kat berpenghasilan rendah
yang melunasi angsuran sebe-
lum jangka waktu kredit ber-

akhir. Alasannya adalah agar be-
ban angsuran tidak terlalu pan-
jang. Kasus lainnya adalah
rumah telah dipindahtangan-
kan ketika masih dalam periode
angsuran.

Secara terpisah, Direktur
Utama Lembaga Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan
(LPDPP) Arief Sabaruddin
mengatakan, kajian Pusat Lit-
bang Perumahan dan Permu-
kiman Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat
serta kajian LPDPP bersama
Institut Pertanian Bogor (IPB)
menunjukkan, masyarakat ber-
penghasilan rendah tumbuh le-
bih sejahtera setelah 5-7 ta-
hun.

Hitung dampaknya

Pengajar dari Laboratorium
Perumahan dan Permukiman
Institut Teknologi Bandung, M
Jehansyah Siregar, berpenda-
pat, wacana mengubah jangka
waktu subsidi memperlihatkan
respons reaktif pemerintah.
Dulu, fasilitas likuiditas pem-
biayaan perumahan (FLPP) di-
rancang sebagai dana campuran

antara likuiditas perbankan dan
dana pemerintah. Jangka waktu
20 tahun diterapkan agar ang-
suran terjangkau masyarakat
berpenghasilan rendah.

"Jika mau diperpendek du-
rasi subsidinya, bagaimana ke-
terjangkauannya? FLPP itu
skema untuk masyarakat de-
ngan penghasilan setara upah
minimum regional atau pro-
vinsi,” kata Jehansyah.

Menurut dia, kelemahan ske-
ma FLPP adalah menempat-
kannya hanya sebagai perhi-
tungan keuangan di sisi per-
mintaan, tetapi tidak dikaitkan
dengan sisi produksi rumah.
FLPP semestinya dikaitkan de-
ngan rencana pengembangan
kawasan dan pasokan hunian.

Akibatnya, meski subsidi tri-
liunan rupiah digelontorkan se-
tiap tahun, problem kekurang-
an rumah selalu ada. Pembeli
rumah subsidi justru semakin
menderita karena lokasi rumah
jauh dari tempat kerja. Dampak
negatif lainnya, terjadi mani-
pulasi penghasilan pembeli
demi bisa membeli rumah
subsidi. (NAD)

Pemerintah berencana mengurangi jangka waktu subsidi perumahan. Namun,
kebijakan itu berpotensi membebani masyarakat pembeli rumah subsidi. Pemerintah
menyatakan telah mengkaji kemungkinan mengurangi jangka waktu pemberian subsidi
perumahan berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Kemampuan
keuangan masyarakat yang meningkat jadi pertimbangan utama.
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Menakar Relaksasi Aturan KPR

Pada 19 September
2019, selain menurun
suku bunga acuan
< 0.25
persen menjadi 5.25
persen, Bank Indonesia
juga merelaksasi aturan
tentang Kredit pemilikan
rumah.

aranya, dengan melonggarkan ra-
sio pinjaman terhadap aset (loan
to_value/LTV atau financing to
value/FTV) properti dan kendaraan ber
motor. Sejauh mana pelonggaran ini
dapat mendongiaak penjuslan propent
kendaraan bermotor untuk me-
nyuhurlmn ekonomi nasional?
BI

Paul Sutaryono
Staf Ahli Pusat Stucli BUMN: Pengamat Perbankan: Mantan Assistant Vice President BNI

properti meningkat 15,86 persen dari Rp
86882 trliun per Juli 2018 menjadi Ry
1006,63 triliun per Juli 2019, Total kre-
dt pmpm. Rp 1006,63 triliun itu me-
puti kredit konstruksi, kredit real estat,
o ot pemilikan rumah (KPR) plus
kredit pemilikan apartemen (KPA).
Kredit konstruksi melesat 26,61 per-
sen dari Rp 280,81 triliun menjadi Rp
352,73 triliun dengan kontribusi ter-
hadap total kredit properti 3504 persen.
Pertumbuban itu turun dari 3021 per-
n pada bulan sebelumnya. Sementara
kredit real estat ‘hanya naik 7,89 persen
dart

mmbu.h'm itu juga turun dari 2243
persen pada bulan sebelumnya. Sayang-
nya, KPR dan KPA hanya naik 1234
perven darl Bp 438,31 trllun menjact
Rp 492,61 triliun (kontribusi
persen). Pertumbuhan ini me-
lambat~ ketimbang ~sebulan

telah
menurunkan sl Bunga acuan (Bl 7
Reverse Repo Rate) 25 basis poin
(bps) pada Juli 2019 dari 6 persen yang
sudah bertengger sejak medio Novem-
ber 2018 menjadi 575 persen pada Juli
2019, Lalu suku bunga lagi
ey

1354 persen.
Ringkas tutur, pertum-
buhan total kredit pro-
perti 1586 persen itu
turun dari ol 1955 peruei

pada e
fimrga. Kanena . o1
sepantasnya melong-
garkan LTV/FTV.

Kunci keberhasilan
Apa saja faktor kunci

Ty mplnh oleh bank di BI. Ini
fasilitas bagi bank yang memiliki ke-
Theidrm. Sebaliknya, lending
i meru; ilitas bagi bank
yang mengalami kesulitan likuiditas de-
ngan menjual Sertifikat Bank Indonesia
(SBD), Sertifikat Deposito Bank Indo-
nesia (SDBD), atau Sertifikat Berharga
Negara (SBN) kepada BI. Kedua kebijak-
an itu bertujuan untuk menjaga sta-
bilitas makro dan sistem kevangan dan
mendorong ekonomi domestik.
Sementara LTV/FTV untuk () kredit
atau pembiaysan properti 5 persen, ()
uang muka untuk kendaraan bermotor
5-10 persen, serta (i tambahan kerl-
nganan rasio LT/FTV untuk kredit atau
pembiayaan properti dan uang muka

supaya
penurunan suku bu-
nga acuan 75 bps se-
lama tiga bulan ter-
akhirdan pelonggaran Vb
LTV/FTV i
bermotor (KKB) mampu mendorong
me um pertumbuhan ekonomi na-
Pertama, sudah barang tentu
harus tetap terkendali scperti
kini, yang mencapai 349 persen per
akhir Agustus 2019. Inflasi mengalami
kenaikan sedikit dari 332 persen, 3,28
persen, dan 3,32 persen per akhir Juli,
Juni dan Mei 2019 di tengah target
inflasi 3,5 persen plus minus 1 persen.
Kedua, selain itu, nilai tukar rupiah
terhadap dollar AS juga harus stabil

untuk kendaraan bermotor berwawasan  sebagai salah satu faktor kepastian bagi
lnghirgen. maslograsing 5, perwen. peleiol usaha. Jangan lupa, penurunan
Aturan baru itu efektif 2 bung: dapat dana

LTV/FTV merupakan rasio kredit atau
pembiayaan yang diberikan oleh bank
konvensional, bank syariah, atau perusa-
haan pembiayaan (multifinance) terha-
dap aset berupa barang (rumah atau
kendaraan bermotor). Penurunan LTV/
TV berarti uang muka kian murah,
Mari kita tengok bagaimana penya-
luran kredit properti? Statistik Ekonomi

di pasar keuangan pulang kampung (ca-
pital flight) untuk mencari margin yang
lebih gurih lagi. Larinya dana panas (hot
mone it dapat mersenganihl pasolan
dollar AS schingga bisa melemahkan
nilai tukar rupiah (depresiasi). Namun,
BI memandang nilai tukar rupiah tetap
stabil sesuai dengan mekanisme pasar
Yang terjaga. Perkiraan i ditopang olch

~ a5

gar di negara maju.

Apakah tingkat sukn bunga acuan RI
masih_cantik_jelita Eaach investor
global? Bandingkan dengan beberapa
negara anggtota ASEAN fain (uperu Viet-
nam 6,25 persen, Filipina 4,25 persen,
Ma.lnvsx 300 persen, Singapura 174

rsen, dan Thailand 1,5 persen. Simak
|)uln suku bunga acuan negara-negara
BRICS: Brasil 550 persen, Rusia 700
persen, India 540 persen, China 4,25
persen, dan Afrika Selatan 6,50 persen.
Ternyata suku bunga acuan RI masih
cukup seksi daripada negara-negara
lainnya. Apalagi beberapa negara Eropa
Qerman,  Perancis, Italia, Spanyol,
Belanda, Belgia, dan Austria) memasang
bunga acuan nol persen. Bahkan, suku
bunga acuan Jepang minus 0,10 persen.
etiga, lebih
dari itu, peme-
rintah atau re-
gulator harus

Pemerintah ini
| Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat, BI, atau
Otoritas Jasa Kevangan? Sudih so-
patutnya ketiga lembaga itu didu-
kung asosiasi pengembang (developer)
dapat bekerja sama mengendalikan
‘harga rumah. Harap catat harga rumah
yvang terlalu tingei dan kenaikan per-
mintaan dan spekulasi yang tings
merupakan  faktor-faktor pemicu
munculnya gelembung (bubble) pro-
perti seperti yang terjadi pada 2012.
stilah kenaik:

transmisi penurunan suku bunga acuan
akan berlangsung lebih cepat. Tegasnya,
suku bunga kredit akan segera menipis
yang didahului du\gan menguncupnya
u bunga deposito.
Melindungi konsumen
Kelima, bukan hanya itu. Kini kian
santer terdengar Kabar beberapa pe:
ngembang nakal. Misalnya, pengembang
tak memenuhi janji membangun rumah,
padahal kon:su sudah membayar lu-
nas an dan uang muka
atau pengrmb'm}, Kabur dengan mi-
liaran rupiah uang muka. Karena itu,
mendesak dan penting untuk menyusun
peringkat pengembang. Siapa berwe-
nang  menyusunnya?  Kementerian
PUPRdm;r.m menggandeng asosiasi pe-
ngembang Peringkat itu demi menekan
un:ndn.h m\m[;km kasus-kasus kecu-
o properti. Peringkat
itu cepat atau lnmb:\( wajib hadir untuk
melindung] kepentingan konsumen su-

ngembang nakal. Ini akan meningkatkan
kualitas pengembang sckaligus mem-
bumihanguskan pengembang nikal
Keenam, nz

gar LTV/FTV, itu berarti
semakin murah. Semaki

muka, akan kian tinggi angsuran bu-
lanan. Untuk itu, hendaknya calon kon-
sumen sungguh memahami formula itu.
Artinya, mercka scharusnya_ berjuang
keras untuk membeli rumah dengan
vang muka lebih tingg sehingga ang-
suran bulanan semakin rendah. Sebagai
kial menghemat, konsumen hendaknya
i porumaban yang dibangun ber.
0D).

me

akan meninggi sejalan dengan tren pe-
nurunan suku bunga kredit yang di-
dorong penurunan suku bunga acuan
selama tiga bulan terakhir ini. Celaka-
nya, pasokan rumah tak sebanding de-

Lugasnya, pembangunan ;x.mmahnn
yang terintegrasi dengan_transportasi
Seperti jalur rel kereta api, kereta ringan

dan moda raya terpadu (MRT).
Buahnya, konsumen tak terbebani biaya

mengakibatkan kekurangan persediaan
rumah (backlog) jalan di tempat. Data
Kementerian PUPR mencatat backlog
saat ini mencapai 7,6 juta unit rumah per
8 Maret 2019.

Keempat, mengapa pelonggaran LTV/
FTV baru akan berlaku mulai 2 Desem-
ber 2019? Saya kira bank sentral menya-
dari betul bahwa transmisi penurunan
suku bunga acuan menjadi penurunan
suku bunga kredit itu butuh waktu seki-
tar tiga bulan. Mengapa? Karena tentu

bank harus menghitung kembali biaya
dana (cos of fund) yang tingl berupa
bunga depasito yang lebih tingg.
Dongan prediks i, masuk akal ket
pelonggaran LTV/FTV baru akan efektif
awal Desember 2019,
Namun mengingat penurunan suku

‘menuju tempat kerja.
Ketujuh, sudah semestinya konsumen
memilih pengembang yang telah menja-
lin kerja sama dengan bank penyalur
KPR, Kerja sama itu bisa menghasilkan
suku bunga KPR yang lebih kompetitif
daripada KPR tanpa kerja sama.
Kedelapan, selring dengan prospek
peningkatan KPR, bank pun wajib tiada
henti untuk mengendalikan rasio kredit
bermasalah (ronperforming loan/NPL).
. kian membaik dari 2,67 persen
per Juni 2018 menjadi 2,50 persen per
Juni 2019, jauh di bawah ambang batas 5
persen. Tatkala ancka faktor kunci
keherhasilan itu Ierpenuhl ‘maka bauran
kebijakan (mixed policy) berupa pelong-
goruc {TV/ET g pv.nurumm bunga
acuan dapat menggairahkan sektor pro-
porti. Hal itu diharapkan dapat mendo-

Prospek aliran mas asing dan  bunga acuan sudah berjalan tiga kali
dampak positif kebijakan moneter long-  secara berturutan, kemungkinan besar

rong momentum pertumbuhan ekono-
mi. Bukan mimpi!

Keuangan Indonesia yang diterbitkan BI
mencatat kredit perbankan ke sektor

Bank Indonesia (BI) juga merelaksasi aturan tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Caranya, dengan melonggarkan rasio pinjaman terhadap aset (/oan to value/LTV
atau financing to value/FTV) properti dan kendaraan bermotor. Sebelumnya, BI
berturut-turut telah menurunkan suku bunga acuan (BI 7 Day Reverse Repo Rate) 25
bps pada Juli 2019 dari 6 persen yang sudah bertengger menjadi 5,75 persen 2019.
Kemudian suku bunga acuan turun lagi 25 bps dari 5,75 persen menjadi 5,50 persen
pada Agustus 2019. Suku bunga deposit facility dan lending facility juga turun 25 bps
menjadi 4,50 persen dan 6,00 persen. Deposit facility merupakan penempatan dana
rupiah oleh bank di BI. Ini merupakan fasilitas bagi bank yang memiliki kelebihan
likuiditas. Sebaliknya, /ending facility merupakan fasilitas bagi bank yang mengalami
kesulitan likuiditas dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito
Bank Indonesia (SDBI) atau Sertifikat Berharga Negara (SBN) kepada BI. Maka
kebijakan itu bertujuan untuk menjaga stabilitas makro dan sistem keuangan dan
mendorong ekonomi domestik.
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